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TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

Menimbang:

Mengingat

BUPATI ACEH SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan
Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daecerah, maka perlu
menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2018;

Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);




10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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14.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575j;

Pemerintah Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tenizng
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20035 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnes:a
Normor 45835j;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instanst Pemenniah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:a
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungijawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah,
dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat ( lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155j;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165j;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1});

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

LI



Menctapkan :

208,

29,

26,

Peraturan Pemerintah Nomaor 12 Taban 2019 tentang,
Penpelolann Kevangan Docriah (Leanbisrsany Heggarsa etk
Indonesin Tahun 2019 Nomor A2, Tarntsshssn Jarnbisscan
Neparia Republik Indonesia Homnor €,2522);

Oanun Kabupaten Aceh Selatan Homor  #0 Tabiar 200%
tentang  Pokok Pokok  Pengelolaan Kewanyasn [seroh
(Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh Selatan ‘Tahion 2004
Nomor #) sebagaimana telah diabob denyan Quanun ook
Seliatan Nomor 4 “Iahun 2015 tentany Perabiashian Atas
Onnun Knbupaten Aceh Selatan Nomor # Tahun 2007
tentang  Pokok Pokok  Pengelolaan Veusngasn [aerah
(Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Toabun 2015 Homor 4

Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 20 Tahun 2014
tentang,  Pengelolaan  Buarang, Milik Dacrah (lermbirsn
Kabupuaten Acch Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tarmbshan
Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2);

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tashun 2017
tentang Angparan  Pendapatan dan Belanja Kabupasten
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018

(1)

(2)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten berupa Laporan Keuangan
memuat :

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

mroaoge

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah.
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Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimgksud dalam
Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan ............... Rp 1.362.490.892.666,78
b. Belanja .....ccccceeiinnennn. Rp 1.105.179.286.804,43
c. Transfer ......ccoovevveeeenn Rp 248.397.026.469,00

Surplus / (Defisit) Rp. 8.914.579.393,35

d. Pembiayaan

- Penerimaan ............. Rp 40.371.817.642,88

- Pengeluaran ............. Rp 0,00

Pembiayaan Netto ....... Rp 40.371.817.642,88
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatar{ sejumlah
Rp26.964.358.449,22 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Rp 1.389.455.251.116,00
setelah Perubahan

b. Realisasi Rp 1.362.490.892.666,78
Selisih Lebih / (Kurang) Rp 26.964.358.449,22

2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp 75.459.394.007,31 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Rp 1.180.638.680.811,74

Perubahan
b. Realisasi Rp 1.105.179.286.804.43
Selisih Lebih / (Kurang) Rp 75.459.394.007,31

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah
Rp796.644.149,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Transfer setelah Rp 249.193.670.618,00

Perubahan
b. Realisasi Rp 248.397.026.469,00
Selisih Lebih / (Kurang) Rp 796.644.149,00

4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah
Rp(31.462.520.920,39) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah Rp (40.377.100.313,74)
Perubahan

b. Realisasi Rp 8.914.579.393,35
Selisih Lebih / (Kurang) Rp (31.462.520.920,39)

5. Se.]isih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
sejumlah Rp 5.282.670,86 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
Setelah Perubahan Rp 40.377.100.313,74



Iy Reahi<ra NT 1O YA M7 e P M

Soleah Lelbahy /(o) Ry RS IO P I T

O, Bchwh Anpearan denpan Realsoea Penpeloaran Pomibiayaan
Nilul R 0,00 denpan e san sebagpan oot

0o Aneraaan Penpebnaan Pembiayanm

setelah Perubahan IR ),00
b Reahisas I 0,00
Rehwih Lelaly / (Kurang) Ky 0,00

-~

Schisth Angparan dengan Realisos Pembiayaan Netto me i linhy
Rp H 28207080 denpan rimcin sebagan bhenihoat

a. Anppatan Pembunyaan Netto

sctelah Perubahan Rp 40,377 100.81.3,74
b, Reahsasi Rp A0 AT K7 G2 BRY
Schisth Lelnh / (Kurang) Kp H2R2 070,80

asal 4

Laporan Perubahan Saldo Angpacan lebih sebigaamana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tohun 2018 sebapan
benkut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 40.377.100.313,74
b. Penpeunaan SAL sebaga Penerimaann

Pembiyaan Tahun Beralan Rp 40.371.817.0642 88
¢. Sub Total Kp H.282.670 .86
d. SILPA/SIKPA Rp 49.286.397.0306,23
e. Sub Totnl Rp 49.291.67/9.707,09
f. Korecksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Scbelumnya Rp (5.282.6G70,80)
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 49.280.397.036,23

Pasal 5

Neraca schagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf ¢ per 31
Desember Tahun 2018 sebaga benkut

a. Jumlah Asct Rp 2.622.528.127.390,00
b. Jumlah Kewajiban Rp 30.464.378.345,03
c. Jumlah Ekuitas dana Rp 2.592.063.749.045,006

Pasal 6

Laporan Operasional dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31
Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO Rp 1.371.300.336.514 K6
b. Beban Rp  1.249.812 829 450,54
c¢. Surplus/Defisit Dari Operasi Rp 121.487.507.064,32
d. Pos Luar Biasa Rp (1.987.769.000,00)
e. Surplus/Defisit-LO Rp 119.499.738.004,32
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Pasnl 7

Laporan Arus has scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e
untuk tahun vang berakb sampail dengan 31 Descember Tahun

2018 scbapai berikut

a. Saldo Kas Awal

per 1 Januari Tahun 2018 Rp 085.2(-)().35?5,79
b. Arus kas dari Aktititas Opcerasi Rp 238.780.0506.955,35
c.  Arus RKas dan Aktifitas Investasi

Asct Non Keuangan Rp (229.878.384.062,00)
d. Arus Kas dan Aktifitas

Pembiavaan Rp (0,00)
c. Arus Kas dari Aktifitas non

Angparan Rp 5.330.996.549,70
f. Saldo Kas Akhir _

per 31 Desember Tahun 20 13 Rp 15.217.869.798,84

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
hurut f per 31 Desember 2018 scbagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp 2.511.698.562.034,20
b. Surplus/Detisit-LO Rp 119.499.738.064,32

c. Dampak Kumulatf
Perubahan Kebijakan/

Kesalahan Mendasar Rp (39.134.551.053,46)
d. Ekuitas Akhir Rp 2.592.063.749.045,06
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-pos Laporan
Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran 1. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut Urusan Pemerintah Daerah dan
Organisasi;

Lampiran I. 2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran 1. 3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Bclanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;




Lampian 14 Reklapmtulam Kenhesnr Anggrinnan Tl
Dacrah untuk heselatanan dan Keterpoadoam
Uhiusan Pemciintahan Dacvahe dane oo

dalam hertanyhon Penpelolaann heuanpan
N('}‘_lll:\‘

Lo lampan 1N o lapotan Perubahan SAL,

¢ bampparan i S bapotan Opcramonal,

d. Lampuan IV U Laporan Perubahan Kkontas,

¢ Lampuan V ¢ Nertaca,

{0 Lampuan VI Vo Laporan Avus Ko,

2. Lampuan Vil CoCatatan atas Laporan Keaangan,

he Lampuan VL Datea Rekapuualass Poatang Dacoahyg,

o Laampuran IN S Dattar Rekapmtulas: Penviahan Pratang Twdak
Tertapnh,

1. Lampuiran X o Dattar Rekapitulasi Dana Berpulu dan
Penvisthan Dana Berpuhie;

K. Lampuan N1 o Dattar Penvertaan Modal (Investasa) Dacerahg

. Lampiran XII @ Dattar Rekapitulast Realisast Penianbiachan

dan Penpurangan Asct Tetap Daerahy;

m. Lampran NI 0 Daftar Rekaprtulasy Aset Tetap,

n. Lampiran XIV. @ Dattar Rekapitulas Konstruksi Dalivin
Pekevjaan,

o. Lampuan XV Dattar Rekapitulast Ascet Loainnya;

p. Lampiran XV1E  Dattar Dana Cadangan Daerabyg

q. Lampiran XVIL @ Dattar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XV Dattar hkewanban Janpka Pamang;

s, Lampiran NXIX @ Dattar Keguatan-kegiatan  yang  disclesaikan
sampait akhir tanhun dan dinngparkan kembah
dalam tahun anggaran bernkutnya;, dan

t. Lampiran XX lkhtusar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Dacrah/Perusahaan Dacrah.,

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 avat {2) terdin dar

a. Ikhusar Laporan Keuangan Badan Usaha Mihk
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX
peraturan ini ;dan

b. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XX peraturan ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran
pertanggungiawaban  pelaksanaan APBK sebagail rincian  lebih
lanmjut dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.



Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten
Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 19 Juli 2019 M
16 Dzul Qa’tdah1440 H

I ACEH SELATAN,

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 19 Juli 2019 M
16 Dzul Qa’idah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

EEE— e
NASJUDDIN
LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH :
(3/29/2019)



